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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VDPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang . 2016 -2017

Masa Sidang x|

Rapat . Ke-

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal © Rabu, 19 Oktober 2016 s.d Kamis, 20 Oktober 2016

Sifat . Terbuka

Pukul . 21.00 WIB s.d 02.00 WIB

Tempat © Ruang Rapat Komisi V (KK V), Gedung Nusantara

Acara - 1. Penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

mengenai kebijakan penyesuaian pengelolaan anggaran masing-
masing Eselon | sesuai dengan hasil pembahasan Badan
Anggaran DPR RI;

2. Membahas penyesuaian rincian alokasi anggaran untuk fungsi
dan program Sekretariat Jenderal, Ditien Hubdat, Ditjen Hubud,
Ditien Hubla, Ditien Perkeretaapian, BPSDM-P Kementerian
Perhubungan, sesuai dengan hasil pembahasan Belanja
Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 di

Badan Anggaran DPR RI.
Ketua Rapat . Michael Wattimena, SE, MM
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra . Sekretaris Jenderal, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan

Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, Kepala
BPSDM-P Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I.  PENDAHULUAN

1.

2.

Rapat dibuka pada pukui 21.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal,
Dirien Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen
Perkeretaapian, Kepala BPSDM-P Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah membahas
penyesuaian rincian alokasi anggaran untuk fungsi dan program Sekretariat Jenderal, Ditien
Hubdat, Ditien Hubud, Ditien Hubla, Ditjen Perkeretaapian, BPSDM-P Kementerian
Perhubungan, sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam
RAPBN Tahun Anggaran 2017 di Badan Anggaran DPR RI.

Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekretaris Jenderal, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen
Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM-P
Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.

Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR Rl untuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.
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| Sekretariat Jenderal

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjien Perhubungan

Laut, Ditien Perhubungan
mengenai kebijakan penyesuaian pengelolaan anggaran masing-ma

Udara, Ditien Perkeretaapian dan BPSDMP Kementerian Perhubungan
sing Eselon | sesuai dengan hasil

pembahasan Badan Anggaran DPR RI sebagaimana tercantum dalam Surat Badan Anggaran DPR RI
No. AG/ 17710/ DPR RI/ X/ 2016, dengan rincian sebagai berikut:

(Program Dukungan
Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian
Perhubungan)

526.832.963

Dalam

ibu

526.832.963

Ditjen Perhubungan Darat
(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Transportasi Darat)

4.522.320.200

(250.055.899)

(250.055.899)

4.272.264.301

Ditjen Perhubungan Laut
(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Transportasi Laut)

11.662.267.615

(100.000.000)

(100.000.000)

11.562.267.615

Ditjen Perhubungan Udara
(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Transportasi Udara)

9.306.554.525

(390.000.000)

(390.000.000)

8.916.554.525

Ditjen Perkeretaapian
(Program Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan
Perkeretaapian)

18.031.436.997

(2.008.455.355)

( 2.008.455.355)

16.022.981.642

Badan  Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Perhubungan
(Program  Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Perhubungan)

4.347.865.168

4.347.865.168

Selanjutnya hasil pembahasan terhadap penyesuaian alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-
masing unit kerja Eselon | Kementerian Perhubungan akan ditetapkan dalam Rapat Kerja mendatang.

ll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 02.00 WIB.

Jakarta, 20 Oktober 2016

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT, DIRJEN PERHUBUNGAN DA SEKRETARIS JENDERAL.
A. TONNY BUDIONO SUGIHARDJO
PLH. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA, KEPALA BPSDM-P,
MARYATI KARMA WAHJU SATRIO UTOMO




